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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Perjanjian Beasiswa LPDP antara pemerintah dengan rakyat adalah 

sah menurut hukum dengan memenuhi syarat keabsahan perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Artinya, perjanjian 

mengikat layaknya hukum bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian. 

Pelanggaran Perjanjian Beasiswa LPDP dengan tidak kembali ke Indonesia 

untuk mengabdi dapat dilakukan gugatan perdata. Gugatan perdata yang 

dapat digunakan adalah berdasarkan wanprestasi. Hal ini karena syarat 

menggugat atas dasar wanprestasi terpenuhi yakni adanya perjanjian dan 

hak dan kewajiban (prestasi) terukur. Penerima beasiswa LPDP yang tidak 

kembali melanggar kewajiban yang tertera dalam perjanjian berupa 

kewajiban untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi bagi kepentingan 

nasional setelah menyelesaikan studi. Tindakan dari penerima beasiswa 

tidak kembali untuk mengabdi adalah suatu bentuk wanprestasi dengan 

tidak melakukan kewajiban yang melekat padanya dari perjanjian. 

Dalam hal terjadinya sengketa, penyelesaian yang utama digunakan 

adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian LPDP. Sengketa yang 

terjadi akibat perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 

Apabila tidak dapat diselesaikan, barulah menggunakan gugatan perdata. 

Penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dapat melalui litigasi ataupun 

non litigasi. Litigasi memiliki kelebihan, yaitu: 1) adanya prosedural yang 

jelas; 2) melalui mediasi terlebih dahulu; 3) biaya yang dikeluarkan murah; 

4) terdapat batasan pemeriksaan dalam tiap tingkatan; 5) putusan 

berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi; dan 6) terdapat penyelesaian 

sengketa wanprestasi perjanjian beasiswa yang sebelumnya telah diperiksa. 

Proses non litigasi terdiri atas berbagai bentuk, dalam hal ini yang baik 

untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian beasiswa adalah: 1) 

negosiasi; 2) mediasi; dan 3) konsiliasi. Ketiga penyelesaian tersebut dapat 

dilakukan bertahap ataupun dipilih langsung salah satu oleh pemerintah. 

Diantara ketiga pilihan, dapat dilihat bahwa penyelesaian dapat dilakukan 
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tanpa adanya pihak ketiga ataupun disertai pihak ketiga. Sebab apabila dapat 

diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka tidak diperlukan adanya bantuan 

pihak ketiga dan apabila diperlukan, pihak ketiga melalui mediasi dan 

konsiliasi dapat membantu mencapai kesepakatan atas penyelesaian 

sengketa antara para pihak. Melalui kelebihan di atas pemerintah dapat 

menentukan opsi mana yang akan digunakan dalam hal menyelesaikan 

sengketa wanprestasi Perjanjian Beasiswa LPDP. 

2. Saran 

Melalui pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pihak terkait, yaitu: 

a. Saran untuk pemerintah 

LPDP selaku pemberi beasiswa bagi rakyat Indonesia diharapkan 

tetap konsisten terhadap sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

Beasiswa LPDP. Meskipun jumlah pelanggaran tidak sebanyak yang 

berjalan sebagaimana mestinya, pihak LPDP tetap mengalami kerugian. 

Kerugian yang diderita ini. Oleh karenanya perlu diambil tindakan-

tindakan sebagai berikut: 1) menambahkan ketentuan mengenai ijazah 

penerima beasiswa dijadikan jaminan; 2) bekerja sama dengan 

universitas yang menjadi partner LPDP terkait ijazah; 3) bekerja sama 

dengan pihak imigrasi apabila penerima beasiswa yang tidak kembali 

agar diblokir masuk ke Indonesia; 4) mempertegas sanksi yang ada 

dalam Perjanjian Beasiswa LPDP; dan 5) melakukan gugatan perdata 

apabila diperlukan. 

b. Saran untuk penerima beasiswa 

Rakyat sebagai penerima beasiswa hendaknya melaksanakan 

perjanjian sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Kesuksesan dari 

program beasiswa LPDP tidak luput dari adanya peran dari rakyat. Maka 

dari itu sebagai penerima beasiswa hendaknya menepati apa yang telah 

diperjanjikan. Sebelum sepakat terhadap isi perjanjian, harus 

memahami betul isi dari perjanjian itu sendiri. Apabila ditemukan ada 
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ketentuan yang memberatkan, baiknya dinegosiasikan terlebih dahulu 

atau menyatakan tidak akan terikat terhadap perjanjian. Melalui hal 

tersebut, rakyat dapat menghindar dari hal yang dirasa merugikan dan 

juga LPDP tidak perlu mengalami kerugian di kemudian hari. Di sisi 

lain hal ini juga menguntungkan bagi penerima beasiswa di mana 

mereka sudah mendapatkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan studi. 
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